PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK
PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI JAMBI ANGGARAN MURNI 2016

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

a. bahwa dengan adanya Perubahan nilai Bagi Hasil

1.

Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Provinsi Jambi Tahun 2016, perlu dilakukan
penyesuaian Pembagian Hasil Penerimaan Pajak
Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam
Provinsi Jambi;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak
Pemerintah Provinsi Untuk Kabupaten/Kota Dalam
Provinsi Jambi Anggaran Murni 2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Tingkat | Sumatera
Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1646);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indoensia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

-3-

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

115/PMK/07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan
dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 791);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2011 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor
16);

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pembagian Hasil penerimaan Pajak
Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam
Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun
2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA DANA BAGI
HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI
UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI
ANGGARAN MURNI 2016.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Bagi Hasil Penerimaan pajak Pemerintah Provinsi jambi untuk
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Anggaran Murni 2016 (Berita
Daerah Provinsi
berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Jambi Tahun 2016 Nomor 11) diubah sehingga
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Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 25-1- 2017
GUBERNUR JAMBI

ttd

H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2-2-2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
ttd

H. ERWAN MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 7



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI
UNTUK KABUPATENIKOTA DALAM PROVINSI JAMBI ANGGARAN MURNI 201

REKAPITULASI PEMBAGIAN BAGI HASIL UNTUK KABUPATENIKOTA

JENIS PEMBAGIAN
NO | WILAYAH AR WL
PKB BBN-KB PBB-KB | PAJAK ROKOK | PERMUKAAN
Ry R i R R i
L | KOTA 260188272099 | 1005722490000 2946413424696 | 143964950483 22326931050 | 80,150 305,483
) BATANGHARI | 800517495083  90L7I24l000| 1635478969993 G71228540068| 277169750 | 43,15L689,02093
3 BUNGO 84071062431 9OSLTIZAI000) 20T 86404409 | 9804048087 A2TOTOABN0| 49190 M0NTTT
4 |TEBO 1995007275 90LTIZ41000 | 150532530067 | 100045T2 42447 13537.296.00 | 4293110352789
5 | MERANGIN 037133624141 9OLTI2ZAI000 | 1820716124812 | 1009947434670 SLAOTAGT00 | 46,747 146,625, %
6 SAROLANGUN | 73062333868  90L7I24l000| 1714650869802\ 78280875338 1676880450 43,336512,054.58
7| MA JAMBI TTASTTTTO | 90SLTI2Z41000 | 1769082020178 | 1051004186226 | 3L0S310850 ) 45,060,046,383.2
8 TANJABBARAT | 733483958553  Q0OL7I24l000| 1733LoTaf60L| QOLLG6LTAS| 23577415000 43,865,967 46337
9 TANABTIMUR | 580330793168  905L7T24l000| 1943458208000\ 8364 /0L0148T| 43287500 33,744637316.65
10 | KOTASEIPENUH | 47196%52869|  905L77241000 140167977682 |  64%,70042389| 3208460000 3431713173078
[ | KABKERINCI | 630928673747 905177241000 1426426576622 |  8oTL72525963 | 1375054201 3330080071482
JUMLAH 99,264999.995.00 | 100575,249.000.00 | 197 561.816,825.10 | 107,706,760,000.00 | 668,682000.00 | 505,797 507 820.10
GUBERNUR JAMBI
ttd

H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI




